WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 397 TAHUN 2023
TENTANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka upaya mewujudkan
pemerintahan yang bersih serta menjalankan
reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas
pelayanan publik perlu menetapkan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang melaksanakan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan
Wilayah  Birokrasi Bersih dan Melayani di
lingkungan pemerintah kota Banjarmasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Satuan Kerja
Perangkat Daerah Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan
Melayani  Di  Lingkungan  Pemerintah  Kota
Banjarmasin Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);



10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6845);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 441);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020
tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 442);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1571);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016



Memperhatikan :

Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi
Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14
Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah
Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi
Birokrasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Satuan Kerja Perangkat Daerah Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah
Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan
Pemerintah  Kota  Banjarmasin Tahun 2023
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas untuk
menyiapkan bahan-bahan pendukung administratif
sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah memberikan dorongan serta pembinaan
secara teknis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang ditunjuk untuk melaksanakan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 20 Mei 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,
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IBNU SINA



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 397 TAHUN 2023

TENTANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN  WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

NO NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
1 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Masyarakat
3 Kecamatan Banjarmasin Selatan
4 Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah

WALI KOTA BANJARMASIN,

i

IBNU SINA




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 397 TAHUN 2023

TENTANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN  WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DILINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

[e—

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

WALI KOTA BANJARMASIN,

—f—

IBNU SINA




